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TRIWULAN 11

STASIUN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN TERNATE




Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Ternate (LKj SKIPM Ternate)
Triwulan 1l Tahun 2024 disusun  sebagai  wujud
pertanggungjawaban SKIPM Ternate dalam penggunaan

anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang

ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait

- |
| sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya. Landasan
Penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan rencana AKSI SKIPM Ternate
Tahun 2024. Secara umum, pada Triwulan Il Tahun 2024 sebagian target indikator
kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Adapun beberapa IKU yang masih
belum dapat dicantumkan hasil capainnya dikarenakan pengukuran bersifat semester
atau tahunan yang akan dilaksanakan kegiatannya pada triwulan 111 dan IV dan akan
diukur setiap per triwulan dan kumulatif diukur pada akhir tahun. Kami berharap
laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan
pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk
peningkatan kinerja SKIPM Ternate dimasa mendatang. Kami mengucapkan
terimakasih kepada seluruh pegawai SKIPM Ternate dan emua pihak yang telah

berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.
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Gambar 1.1  Struktur Organisasi 5

Gambar 2.1 Dashboard Capaian IKU pada aplikasi kinerjaku 7




Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK SKIPM Ternate pada Triwulan Il Tahun 2024

adalah Sebesar 115.93% Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) SKIPM Ternate yang telah ditetapkan dengan Hasil

sebagai berikut:

A. Dari 15 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada tahun 2024, hasil persentase

terhadap realisasi tahunan terdapat 7 Target IKU pada Triwulan 1l yang

pencapainnya memenuhi target yaitu:

1. Unit Penanganan dan/atau pengeolahan ikan yang menerapkan sistem
traceability lingkup SKIPM Ternate (UPI)

2. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup
produk pada UPI lingkup SKIPM Ternate (Produk)

3. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan lingkup SKIPM Ternate (UPI)

4. Nilai Survei Kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate (Nilai)

5. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM Ternate (Indeks)

6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan
Kinerja lingkup SKIPM Ternate (%)

7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Ternate (Nilai)

Kinerja keuangan SKIPM Ternate Triwulan Il 2024 baru mencapai

Rp. 1.153.383.810 atau 42.85% dari pagu anggaran DIPA sebesar Rp. 2,691,896,000. Pagu

anggaran tersebut dilaksanakan melalui DIPA Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu

dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate), Badan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP).




1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang
menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas
tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
Hasil PerikananTernate (SKIPM TERNATE) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang mempunyai
tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina
dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam
wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan,
penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Oleh karena itu
SKIPM Ternate dituntut untuk melaksanakan kinerja secara transparan, akuntabel, efektif dan
efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Ternate
dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi SKIPM
Ternate. Disamping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan Kinerja setiap bidang
Tata Usaha, Tata Pelayanan, Wasdalin dan Jabatan Fungsional serta sarana untuk mendapatkan
masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Ternate. Selain untuk memenuhi
prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan. SKIPM TERNATE mempunyai tugas melaksanakan pencegahan

masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke

area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia,

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan

pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM TERNATE

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1.

10.

11.

y 4

Penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan
dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil
perikanan;

Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari
luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam
wilayah Negara Republik Indonesia;

Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit lkan tertentu dari
wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersaratkan Negara tujuan;

Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit lkan
Karantina/ Hama dan Penyakit Ikan Tertentu, Jenis Ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan
invasif, serta benda lain;

Pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit
Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan kemanan hayati ikan;

Pelaksanaan sertifikasi Kesehatan Ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan,
dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;

Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit lkan Karantina
dan/Atau Hama dan Penyakit Ikan Tertentu;

Pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan
keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

Pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan Karantina dan keamanan hayati
ikan;

Pelaksanaan surveilans terhadap hama dan penyakit ikan Karantina dan keamanan hayati




ikan;

12. Pelaksanaan inspeksi, Verifikasi, surveilen, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil
perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen
mutu terpadu;

13. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;

14. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan, dan keamanan hayati ikan;

15. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian Mutu dan
keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

16. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pada Tahun 2024 terjadi pengalihan kelembagaan dan tugas fungsi karantina ikan dan
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan terbitnya Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, dan Peartura
Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian kelautan dan Perikanan.
Dalam hal ini sesuai dengan peraturan tersebut terdapat pemisahan fungsi Karantina lkan yang
sebelumnya dibawah Kementerian kelautan dan Perikanan beralih ke Lembaga Badan Karantina
Indonesia yang baru sedangkan untuk fungsi penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
masih jadi bagian tugas fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan numenklatur Badan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berubah dan telah
ditetapkan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
(BPPMHKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-
KP/2024 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian kelautan dan Perikanan. Untuk Unit
Pelaksana Teknis masih nama UPT Numenklatur BKIPM dan menunggu perubahan numenklatur
UPT yang baru. Dengan perubahan fungsi maka pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan di tahun
2024 yang selama ini di KKP, akan dilaksanakan oleh Badan Karantina Indonesia, yang
merupakan gabungan dengan Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.

Untuk anggaran tahun di 2024 yang bisa digunakan hanya anggaran program Dukungan
manajemen dan Program Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sedangkan unttuk
anggaran program karantina ikan sudah dialihkan ke badan Karantina Indonusia dan di program
standardisasi sistem dan kepatuhan masih diblokir dikarenakan menunggu penyelesaian
numenklatur terbentuknya kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP.




Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis SKIPM Ternate
dibantu oleh 1 (satu) eselon V, 2 (dua) Koordinator dan kelompok jabatan fungsional dengan
struktur organisasi (Gambar 1.1) sebagai berikut:

1. Koordinator Tata Pelayanan mempunyai Tugas melakukan pencegahan masuk, tersebanya
Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya hama dan penyakit ikan tertentu yang
dipersyratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap hama dan
penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil
perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan
keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (Biosecurity), pengelolaan dan
pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembutan koleksi media pembawa, hama dan
penyakit ikan karantinadan/ atau hama dan penyakit ikan tertentu;

2. Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan
pemantauan terhadap Hama dan Penyakit lkan Karantina, Mutu dan Keamanan hasil
Perikanan, dan Keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans, audit, dan pengambilan
contoh ikandan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan
program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan
operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data
dan informasi perkarantinaan ikan,pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan
keamanan hayati ikan;

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kelompok jabatan fungsional di SKIPM TERNATE terdiri dari Pengendali Hama dan
Penyakit lkan, Pranata Komputer dan Arsiparis.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung kinerja SKIPM TERNATE selama Triwulan |
Tahun 2024 berjumlah 6 orang pegawai dengan komposisi Kepala UPT 1 orang, Inspektur Mutu
Perikanan Ahli Pertama sebanyak 1 orang, Inspektur Mutu Perikanan Terampil sebanyak 1
orang, Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sebanyak 2 orang, dan
Pengadministrasi Persuratan Dan Kearsipan sebanyak 1 orang serta dibantu oleh petugas
PPNPN sebanyak 13 orang.
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.3. SASARAN, INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagi ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang
ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara
berskesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan
demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta Strategi,
sasaran dan indikator kinerja SKIPM Ternate Tahun 2024
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Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Ternate Tahun 2024

SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
KEGIATAN
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu
SK | Terselenggaranya 1 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan 5
1.1 | Pengendalian Dan " | lingkup SKIPMTernate (Sertifikat)
Pengawasan Mutu , | Unit Penanganan dan/atau pengolahan Ikan 5
Dar)Keamanan Hasil | 2. yang menerapkansistem traceability lingkup
Perikanan Secara SKIPM Ternate (UPI)
Professional Dan . . o
Partisipatif Sertifikat Hazard Analysis Critical Control
3. | Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI 20
lingkup SKIPM Ternate(Produk)
4 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan 5
" | Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Lingkup
SKIPM Ternate (UPI)
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
SK | Terselenggaranya 5 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan 84
2 1 | Pengendalian Dan " | punlik di SKIPMTernate (Nilai)
I;/Tﬂgja"[‘)’:zan Sistem Efetivitas pengawasan produk KP di wilayah
i 0,
KeamananHasil 6. | perbatasan lingkup SKIPM Ternate (%) 72
Perikanan Secara - -
Professional Dan Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan
Partisipatif 7. | Quality Assurance sesuai Standar sistem dan 2
Regulasi lingkup SKIPM Ternate(Lokasi)
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM
SK | Tatakelola 8. | Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM 86
3.1 | Pemerintahan Ternate (Indeks)
YangBaik 9. | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM 82
Lingkup Ternate (Nilai)
BPPMHKP 10 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup 100
" | SKIPM Ternate(%)
1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang 80
" | dimanfaatkanuntuk perbaikan Kinerja lingkup
KIPM Ternate (%)
12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 93.76
" | (IKPA) lingkupSKIPM Ternate (Nilai) '
13. | Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Ternate 82
(Nilai)
14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa 80
" | lingkup SKIPMTernate (%)
15. | Tingkat Kepatuhan BMN lingkup SKIPM Ternate 80
(%)




AKUNTABILT]

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate) merupakan kinerja secara kolektif
dari seluruh bidang di lingkungan SKIPM Ternate. Dengan didasarkan atas perjanjian
kinerja seluruh level lingkup SKIPM Ternate, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi
kinerja secara berkala setiap Triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan

Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Kinerja IKU SKIPM Ternate pada Triwulan Il 2024 sudah baik, hal ini
ditandai dengan Nilai capaian kinerja IKU sebesar 115.93% dan nilai capaian kinerja IKU
dan IKK Sebesar 115.93. Capaian IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi
secara keseluruhan. Capaian Kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan Il Tahun 2024 ini
capaiannya belum tercapai maksimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa indikator
Kkinerja yang pengukuran pencapaianya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Namun
secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan target

pada masing-masing sasaran strategis.

Capaian kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan Il tahun 2024 seperti pada Gambar
2.1berikut ini:

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN === 1o
¥ PERIKANAN — Kmer]aku Home Sabtu, 24 Agustus 2024 %

Unit Kerja Tahun

1041000000 - STASIUN KIPM TERNATE 2024 ~

Capaian Kinerja IKU Keterangan

Warna
™1 T™W2 s/d TW2 TW3 s/d TW3 TW4 s/d TW4 nilai 110 - 120

Cukup nilai 70 - <90

Skor Capaian

nilai 50 - <70

Skor Verifikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurang

Sangat Kurang untuk nilai <50

Gambar 2.1 Capaian IKU dan IKK SKIPM Ternate Triwulan I



http://www.kinerjaku.kkp.go.id/

2.1.

INDIKATOR KINERJA

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis
SKIPM Ternate pada Triwulan 1l Tahun 2024 dapat Dilihat Pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja SKIPM TERNATE Triwulan Il Tahun 2024

REALISASI

Ternate (%)

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET %
TW 11
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu
SK | Terselenggaranya Jumlah sertifikat CPIB supplier yang
1.1 | Pengendalian Dan L1 diterbitkan lingkup SKIPM Ternate 5 ) )
Pengawasan Mutu (Sertifikat)
aan_IKlfamkanan Unit Penanganan dan/atau pengolahan
S:csz:\ra E’;L)%r;?gnal 2. | |kan yang menerapkan system traceability 6 2 100
Dan Partisipatif Ilngl.q.Jp SKIPM Ternate FUPI? -
Sertifikat Hazard Analysis Critical Control
3. | Point (HACCP) ruang lingkup produk 20 8 120
pada UPI lingkup SKIPM Ternate
(Produk)
UPI yang konsisten menerapkan Sistem
4. | Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 5 2 120
Perikanan Lingkup SKIPM Ternate (UPI)
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
SK | Terselenggaranya 5 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan 84 96.84 120
2.1 | Pengendalian Dan * | publik di SKIPM Ternate (Nilai) :
Pengawasan Sistem Efetivitas pengawasan produk KP di
Mutu Dan 6. | wilayah perbatasan lingkup SKIPM Ternate 12 - -
Keamanan Hasil (%)
Perikanan Secara - -
Profesional Dan 7 Lokasi Usaha Perikanan yang ) i i
Partisipatif * | MenerapkanQuality Assurance sesuai
standar sistem dan Regulasi lingkup
SKIPM Ternate (Lokasi)
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM
SK | Tatakelola Indeks Profesionalitas ASN lingkup
3.1 | Pemerintahan 8. | SKIPMTernate (Indeks) 86 87.20 107.65
Yang Baik Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup )
Lingkup 9| SKIPM Ternate (Nilai) 8 - -
BPPMHKP )
10 Persentase  Penyelesaian Temuan 100
" | BPK lingkup SKIPM Ternate (%) ) )
Persentase rekomendasi hasil pengawasan
11. yang dimanfaatkan untuk perbaikan 80 100 120
Kinerja lingkup KIPM Ternate (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
12. Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Ternate 93.76 96.07 115.75
Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM
13| Ternate (Nilai) 82 } }
14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan 80
' | Barang/Jasalingkup SKIPM Ternate (%) ) )
Tingkat Kepatuhan BMN lingkup SKIPM
15. 80 - -




2.2 ANALISADAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil sesuai indikator
kinerjanya serta dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam Renstra BKIPM sesuai Permen PAN 53 Tahun 2024 dapat dijelaskan pada sasaran

program sebagai berikut :

Sasaran Program 1.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaan secara
professional dan partisipatif yang berdaya saing menjadi tolak ukur dari dampak keberhasilan
program dan kegiatan SKIPM Ternate. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan sasaran adalah Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhisyarat ekspor lingkup
SKIPM Ternate

IK.01.2.Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan lkan Yang Menerapkan Sistem Traceability
Lingkup Skipm Ternate

Keamanan pangan saat ini menjadi perhatian masyarakat dunia. Wabah penyakit pada
hewan dapat ditularkan ke manusia seperti flu burung, atau keberadaan bahan kimia diatas
ambang batas pada pakan atau makanan dapat mengancam kualitas dan keamanan produk pangan.
Keputusan untuk menarik dan penarikan produk yang diidentifikasi tidak aman menjadi suatu
kebutuhan yang penting untuk melindungi konsumen dari penyakit yang terkandung pada bahan
pangan. Traceability (ketertelusuran) adalah alat manajemen risiko yang memungkinkan pelaku
bisnis atau pihak berwenang untuk menanggapi kebutuhan tersebut. Hal tersebut menjadi suatu
landasan dari berbagai negara dalam hal kebijakan keamanan pangan.

Sertifikasi Traceability mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan
Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point; Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical
Control Point dan Peraturan Kepala Badan Karantina
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Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 170/Per-Bkipm/2019 Tentang
Penerapan Sistem Ketertelusuran Di Unit Pengolahan Ikan.

Indikator Kinerja jumlah sertifikat Traceability lingkup SKIPM Ternate di ukur dengan
menghitung jumlah realisasi sertifikat Traceability yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada
triwula 11 tahun 2024 kegiatan sertifikasi Traceability sudah dilakukan untuk 2 UPI atau tercapai
100%, realisasi penerbitan sertifikat Traceability seperti disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel.2.2. Target dan Realisasi 1KS.01.2 pada Triwulan Il Tahun 2024

Unit Penanganan dan/atau 100 % 100 %
Pengolahan Ikan yang

menerapkan system

Traceability lingkup SKIPM

Ternate

IK.01.3. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada
UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Produk)

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang
sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil
perikanan yang dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan isik. Dengan
penerapan sistem HACCP, identifikasi yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan
pengendalian yang dibutuhkan akan dilakukan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan
terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa
keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada
metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan
wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi
perikanannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor
PER.03/BKIPM/2011 Indikator Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi
PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi Monev
ruang lingkup sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan dan Sertifikasi

Perpanjangan HACCP maupun Sertifikasi Terhadap ruang Lingkup UPI Baru. Pada Triwulan |
Tahun 2024, telah Dilakukan Monev sebanyak 1 ruang lingkup sertiikasi PMMT/HACCP dari 20
target yang telah ditetapkan sebanyak ruang lingkup produk mencapai 100 %.

Tabel 2.3. Target dan Realisasi 1KS.01.3 pada Triwulan Il Tahun 2024

Sertifikasi Hazard Analysis

Critical Control Point (HACCP)

ruang lingkup produk pada UPI 20 4 8 120 120
lingkup UPT Stasiun KIPM

Ternate (Produk)

>




Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan di triwulan Il sudah tercapai untuk

kekurangan target keseluruhan di 2024 akan dilaksanakan pada kegatan di triwulan berikutnya.

IK.01.4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan KeamananHasil Perikanan

Indikator pelaku usaha dalam hal ini Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi
persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah bersertiikat HACCP dan terdaftar di Otoritas
Kompeten (BKIPM). Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan veriikasi
terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut masih konsisten menerapkan

sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sesuai Permen KP No.19 Tahun 2010.

Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan
menghitung jumlah UPI yang telah bersertiikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten
(BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi
PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan
dalam pencapaian indikator ini yaitu Kegiatan veriikasi penerapan PMMT/HACCP, Supervisi
Penerapan PMMT/HACCP, Pendampingan Inspeksi Negara Mitra, dan Koordinasi Lintas Instansi
dan Bimbingan Teknis Penerapan PMMT/HACCP bagi UPI

Pada Triwulan Il Tahun 2024, realisasi indikator ini terdapat 1 UPI pada target TW |
mencapai 100 % karena pengukurannya bersifat Triwulan, berdasarkan target Tahunan sebesar 5
UPI Indikator Ini dalam program yang dilaksanakan pada setiap triwulan, realisasi UPI yang

konsisten menerapkan standar mutu dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.4. Target dan Realisasi 1KS.01.4 pada Triwulan 1l Tahun 2024

UPI yang konsisten menerapkan
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan 5 1 2 120 120
Hasil Perikanan (UPI)




IK.02.1. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate

(nilai) merupakan indikator utama Stasiun KIPM Ternate dalam mewujudkan pelayanan kepada
mayarakat. Sejaun mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan
masyarakai. Survei yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh

pengguna layanan Stasiun KIPM Ternate.

Pada Triwulan Il Tahun 2024, realisasi indikator ini 96,84 dari target TW Il 84 atau
mencapai 96,84 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan
sebesar 84 tiap triwulan Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Nilai survei
kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate seperti diasajikan dalam tabel
2.4 di bawah ini.

Tabel 2.5. Target dan Realisasi 1KS.02.1 pada Triwulan Il Tahun 2024

Nilai survei kepuasan o 84 84 96,84 120 120
masyarakatlayanan publik di

SKIPM Ternate

1KS.04.1 Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Ternate

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat
pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks
Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan
kesesuaian kualiikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan
tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN
merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro
SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun
2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Untuk Mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan
ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalita ASN sebagai motor
penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu
memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan
peningkatan kinerja indllidu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara
nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan
misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh
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organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna
mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indek
profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN
dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan.

Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan
menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen antara
lain kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja pegawai.

a. Nilai kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;

b. Nilai kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah
dilaksanakan;

c. Nilai kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) dan perilaku kerja;

d. Nilai disiplin diukur dari indikator ASN dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh
komponen.

Indikator indeks profesionalitas ASN dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh

komponen. Target kinerja Indeks 72 % sedangkan sampai dengan Triwulan Ilbelum dapat

dihitung karena penghitungan IKU dilakukan tahunan.
Tabel 2.6. Target dan Realisasi 1KS.02.2 pada Triwulan Il Tahun 2024

Indeks Profesionalitas ASN

0,
lingkup SKIPM Ternate 950 s (Ll s

1KS.04.04. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja lingkup SKIPM Ternate

Persentase jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen
PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal
berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun
bab) yang terbit pada 1 januari 2024 s.d 30 Maret 2024 atau Triwulan Il Tahun 2024 yang telah
ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran indikator
kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP dengan periode triwulanan. Penghitungan indikator Kinerja

ini dengan menggunakan rumus :

‘V—ZNt 100
0= 2:Nx




Keterangan:

2 Nt : Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Yang telah di tindak lanjuti SKIPM Ternate

2 N : Jumlah rekomen dasi dari Laporan Hasil Pengawasan yang di berikan kepada SKIPM
Ternate

Tabel 2.7. Target dan Realisasi 1KS.02.4 pada Triwulan Il Tahun 2024

Persentase Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang di
manfaatkan untuk Perbaikan
Kinerja SKIPM Ternate

120% 100%

IKS.03.012.Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup SKIPM
Ternate

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur
kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap
perencanaan, efektllitas pelaksanaan anggaran, eisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap
regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi
OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indicator tersebut dengan menggunakan Peraturan
Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi
kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018
diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Realisasi indikator ini pada
Triwulan 112023 dicantumkan, karena adanya kebijakan relaksasi penilaian penilaian IKPA untuk level
Satker, Eselon I, K/L, KPPN, dan Kanwil tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang belum
ditentukan sesuai surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2023 tanggal 23 Maret 2023. Target dan
realisasi IK 20 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Realisasi indikator ini pada Triwulan 112023 adalah 96,65 % atau 116,45% dari target 87%.
Walaupun capaian indicator ini mencapai target, namun tidak tercapai maksimal disebabkan beberapa hal,
antara lain yaitu aspek deviasi hal 11l DIPA yang mencapai rata-rata 22,07% dengan deviasi realisasi
anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar 16,71%, dimana halaman Il DIPA memuat
RPD per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu
satker. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman 111 DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas
Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA. Untuk
meningkatkan nilai capaian pada indikator ini pada triwulan berikutnya, seluruh satker yang memiliki
deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan

revisi administratif penyesuaian Halaman I11 DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan serta
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diharapkan Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan
menjadikan RPD pada Halaman IlI DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada
Satker.

Selain hal tersebut, faktor lain yang menghambat capaian indicator ini tidak tercapai maksimal
yaitu masih tingginya akumulasi kesalahan SPM yang mencapai 182 SPM atau setara dengan 0%.
Kesalahan SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier dan ditolak
oleh KPPN. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat
waktu. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini di triwulan berikutnya, satker agar senantiasa
meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan
keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data
identitas supplier yang terkonirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan agar tidak tertolak oleh
KPPN.

Hal lain yang menghambat capaian indicator ini tidak tercapai maksimal yaitu Penyampaian
Data Kontrak. Dari total 6 data kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan
langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), sebanyak
6 data kontrak atau sebesar 0% terlambat disampaikan ke KPPN. Melebihi batas waktu 5 hari kerja
sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN. Untuk
meningkatkan nilai capaian indikator ini pada triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan
kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja
setelah ditanda tangani dan dipastikan veriikasi kebenaran data kontraknya (approval) olen KPPN. Target
dan realisasi IK 20 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu:
1. Revisi DIPA

a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap
(tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).

b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan.Apabila dalam satu
triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.
Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

* Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan
pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
» Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian
dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun
Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.
2. Deviasi Halaman Il DIPA
a. Halaman Il DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun

anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.




b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman 11l DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas

Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu

DIPA.

c. Keakuratan Deviasi Halaman Ill pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai
dengan bulan November tahun anggaran berjalan. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

» Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki
deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan
mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman 1l DIPA ke Kanwil DJPb pada
triwulan berjalan.

» Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan
menjadikan RPD pada Halaman Il DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara
internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada
Bendahara Pengeluaran.

b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang
menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).

c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada
DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran. Rencana aksi yang dilakukan antara
lain:

e Seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dariSP2D
UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender ( pengajuan GUP minimal
sekali dalam sebulan keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJBendahara

a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.

b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.

c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak
Satker pertama kali melalukan upload tersebut. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

« Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu
dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ
telah terveriikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak
a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan

hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah).




b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak

sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN. Rencana aksi yang dilakukan antara

lain:Penyelesaian Tagihan :

+ Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan
kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5
hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan veriikasi kebenaran data kontraknya
(approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

a.

Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS
Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai
kontrak diatas Rp 200 Juta).

Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja

setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN. Rencana aksi

yang dilakukan antara lain:

« Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan
kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS
Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani
sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam
pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/ BAPP

7. Penyerapan Anggaran

a.

Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran
pada setiap triwulan: Triwulan Il (15%), Triwulan 11 (40%), Triwulan Il (60%), dan Triwulan
11(90%).

Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA
dikurangi dengan pagu yang masih diblokir. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

« Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan

progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
« Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak

menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

a.
b.

Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus. Rencana aksi yang
dilakukan antara lain:

* Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan
ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan
keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.

+ Diperlukan proses konirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D,

satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.




9. Perencanaan Kas
a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang
disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan
terkendali. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

* Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan
kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian)
untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan
penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi
SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM
a. Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan
dikembalikan oleh KPPN.

Tabel 2.8. Target dan Realisasi 1KS.03.5 pada Triwulan Il Tahun 2024

Nilai IKPA SKIPM Ternate 93,76 83.00 96.07 115,75 115,75

2.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Ternate pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 032.13.2.649767/2024 sebesar Rp.
3.101.895.000 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 3.083.685.000 dan PNPB
sebesar Rp. 18.210.000 Realisasi penyerapan anggaran SKIPM TERNATE pada Triwulan 11
Tahun 2024 mencapai Rp. 1,153,383,810 atau sebesar 42,85%. Rekapitulasi penyerapan
anggaran SKIPM TERNATE T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja dapat
dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.9. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan 11 2024

Dukungan Manajemen Internal Lingkup

1 Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu  2,253,396,000 1,124,012,810 49,88
dan Keamanan Hasil Perikanan

2 Pengendalian Mutu 252,000,000 29,371,000 11,66

3 7010 186,500,000 0 0,00

TOTAL 2,691,896,000 1,153,383,810 42,85




Tabel 2.10. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan 11 2024

1 Belanja Pegawai 963,155,000 591,316,864 61.39
2 Belanja Barang 1,728,741,000 562,066,946 32.51
3 Belanja Modal 0 0 0,00

TOTAL 2,691,896,000 1,153,383,810 42,85




Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan untuk mengelola kelautan dan

perikanan agar laut menjadi sehat dan biru. Diyakini kalau laut biru maka langit menjadi biru
dan kehidupan di masa yang akan datang tetap berlanjut dengan baik. Hal ini memang bukan
perkara mudah karena kegiatan perekonomian yang begitu luar biasa, di antaranya adalah
kerusakan pesisir dan juga pulau-pulau kecil yang digunakan untuk kepentingan ekonomi yang
sangat pragmatis serta eksploitasi penangkapan ikan yang tidak terukur. Lebih lanjut,
Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang ekonomi biru sebagai acuan utama untuk
membuat laut Indonesia berkelanjutan dan kemakmuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya.

Lebih lanjut, pada pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, memiliki tantangan
dalam peningkatan kebutuhan produksi protein dan pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan
domestik. Sejalan dengan hal tersebut ,terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, yakni
Indonesia perlu mengembangkan produk perikanan unggulan seperti udang, kepiting, lobster dan
rumput laut, lalu hasil budi daya akan jadi mayoritas nilai ekspor perikanan Indonesia dan
rumput laut akan menjadi bahan baku utama berbagai industri karena memiliki nilai strategis
untuk menyerap karbon. Target dalam hal ini adalah untuk mengurangi kegiatan penangkapan
ikan di laut untuk menjaga populasi dan meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor
dan dalam negeri.

Terkait meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut, Kementerian Kelautan dan
Perikanan memiliki program yang dimulai pada tahun 2022 dengan nama “Bulan Cinta Laut”.
Pada program tersebut, satu bulan dalam satu tahun nelayan tidak mengambil ikan, melainkan

mengambil dan mengumpulkan sampah. Sampah tersebut akan dibayar sesuai harga ikan




terendah dan diolah untuk mendapatkan nilai ekonomi. Target dari program ini adalah dapat
mengurangi sampah laut hingga tujuh puluh persen pada tahun 2030.

Selanjutnya, terkait pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil yang tidak sesuai aturan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan dalam pengelolaan aktif pesisir dan
pulau kecil berbasis keberlanjutan. Kebijakan tersebut meliputi, penerapan rencana tata ruang
laut yang komprehensif, lalu semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan
alokasi ruang laut, daya dukung, dan mitigasi dampak, serta setiap pelaksanaan pemanfaatan
ruang laut wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
(PKKPRL). Target dalam hal ini adalah menjaga pesisir dan pulau kecil agar tidak rusak akibat
aktivitas ekonomi.

Dalam melaksanakan 5 program utama pembangunan kelautan dan perikanan, maka
BPPMHKP melalui Unit Pelaksana Teknis melalui pelaksanaan program karantina ikan,
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2024, SKIPM Ternate telah
menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum
memenuhi target. IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan Il disebabkan pencapaian
targetnya ada yang dilaksanakan di Triwulan 111 danTriwulan IV. Oleh karena itu, pencapaian
target tersebut selanjutnya akan menjadi kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada triwulan
berikutnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja SKIPM Ternate pada

Triwulan 1l adalah:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang akan

dilaksanakan di triwulan berikutnya.

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Triwulan berikutnya sesuai jadwal atau rencana
operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak
menumpuk pada akhir tahun.

3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir
tahun, agar dapat direalisasikan pada awal Triwulan I1.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja SKIPM Ternate Triwulan Il Tahun 2024 ini dapat
menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SKIPM Ternate kepada Kepala Badan
Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP), serta dapat
menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan

evaluasi ke depan.
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Lampiran Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate

UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-R
el n Bapak/Ibu tentang kesesuaian persyaratan pelayanan 387
whi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan Y

ian Bapak/Ibu mengenai kemudahan prosedur yang 3.90
endapatkan layanan -

ian Bapak/Ibu mengenai kesesuaian jangka waktu 387
layanan dengan yang diinformasikan ’

laian Bapak/Ibu mengenai kesesuaian biaya pelayanan 3.90
rkan dengan yang diinformasikan ’

pat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara
a publik dengan pelayanan yang diberikan 3,86

laian Bapak/Ibu mengenai kesigapan petugas pelayanan 3'85

ilaian Bapak/Ibu mengenai perilaku/kemampuan petugas 3 86
r

laian Bapak/Ibu terhadap kualitas dan ketersediaan sarana 390
ayanan publik di unit y

laian Bapak/Ibu mengenai layanan konsultasi dan
ing tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak 3,86
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